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WALIKOTA LANGSA

QANUN (PERATURAN DAERAH) KOTA LANGSA

NOMOR 14 TAHUN 2OO3

TENTANC

RETRIBUSI PERIZINAN HASII- BUMI TANAMAN PANGAN,

HORTIKULTURA DAN PEMANFAATAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHT.|WATA'ALA

WALIKOTA LANGSA.

bahwa clalam upava peningkatan pelavanarr Kepacla masr.arakat petani dalam

Kota Langsa sesuai semangat otonomi Daerah, maka perlu diatur tata

pemanfaatan air tanah agar Penclistribusiamr.a lehih tepat guna, tepat sasararl

terhaclap volume air tanah agar lebih efektif dan efisien penggunaannva kepada

masl.arakat;

bahrn'a sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka menjaga kontinuitas

produksi pertanian dalam arti J.uas, baik tanaman pangarl, Hortikultura,

Perikanan, cian Peternakan perlu diatur Pernberian Izin Operasional terhadap

peralatan dimaksud clalam l-rentuk penqawasan, pengencialian, serta pemeriksaal

guna menjaga/meningkatkan mufu serta kualitas pelavanan untuk berclava sula

dan berhasil grura pada masvarakat pemakailpengguna jasa ;

bahwa disamping pengaturan pendistribusian Air Tanah dimaksud, lzin

Operasional alat dan peralatannva, maka cliparlclang periu pengaturan pungutan

retribusi Perizinan hasil bumi Produksi Tanaman Pangan, Holtikutura clan

pernanlaatan air tanah clalam rangka peningkateur Pendapatan Asli Daerah

( I 'AD) ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c

perh.r tliatur dalarn suatu Qanun (Peraturan [)aerah).

Undang-unclang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah C)tonom

Provilsi At-eh clan Perubahan Peraturan Pernbentukan Provinsi Surnatera Utara ;

Unclang-unclang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hitlt:.p;

Unclang-undang Nornor 22 Tahun 1999 Tentang Perneritahan Daerah ;

2.

3 .

Mengingat

4. Unclang...



4. Undang-unclang Nomor 'E tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuar-rgan antara

Pemerintahan Pusat dengal Daerah ;

5. Undang-underng Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemeritahan Daerah;

6. Unciang-unclang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah deur Retribusi Daerah ;

7. Uncliurg-unclang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa;

8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi

Daerah Istimewa Aceh Sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

9. Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

10. Keputusal N4enteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 fentang proseciur

Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

11. Keputusan Nlenteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Tata Cara

Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah.

12. Keputusan N{entri Pertanian Nomor 859/Kpts/TP. 250/il/1998 Tanggal 4

November 1998 Tentang Pedoman Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi,

Huller dan Penggosollgan Beras.

Dengan persefuiuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN (PERATURAN DEARAH) KOTA LANGSA TENTANG RETRIBUSI

PERIZINAN HASIL BUMI TANAN,TAN PANGAN, HORTIKLLTURA DAN

PEMANFAATAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanul (Peraturan Daerah) ini 1'ang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa;

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah otonom selragai

baclan eksekutif daerah ;

3. Kepala Daerah adalah Walikota Langsa;

4. Walikota adalah Walikota Langsa;

5. Dipenda adalah Dinas Pendapatan Daerirh Kota Langsa;

6. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian, Peternakan, clan Perikanan Kelautan

Kota Langsa;

7. Kepala Dipenda adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Langsa ;

8 .  K e p a i a . . . . . . .
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Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian,Peternakan dan

I'erikanan Kelautan Kota Langsa;

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah

sesuai dengan peraturan Perundang-undalgan vang berlaku ;

Hasil Bumi Tanaman Pangan adalah Dengan fenis Hasil bumi padi-padian,

paiawija, buah-buahan, sa\.Llr-savur€r11, diur Bunga-bungaan I'ang berada clalan't

Kota Langsa;

Air Tanah adalah berasal dari Sumur Dalarrr, Sumur Bor, Pompanisasi atau

sejenisnr.a vang dhnautaatkan untr"rk masvarakat dalam wilavah Kota Langsa;

Retribusi Perizinan adalah Retribusi atau kegiatan tertentu dalam wilavah

Pemerintahan Walikota Langsa dalam memberi izin patla orang/Pribacii atau

Badzur/Institusi lrang climaksud unbuk pemberian, Pengaturan, Pengendalian

dan Pengawasan atas kegiatal pemantaatan ruang penggunaan sumber dal'a

alam, barang, Prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi

kepentingan unum clan menjaga kelestarian alam dan lingkulgan;

Baclan aclalah Suatu bentuk Baclan Usaha yeing meliputi Perseroan terbatas,

Perseroan Komanditer atau perseroan lainnva, Badan Usaha N,Iilik Negara atau

Daerah clengan Sarana apapun, Persekufuan, Perkumpulan" Firma, Kongsi,

Koperasi, Yal'asan atau Organisasi sejenisnt,a, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk

Userha Tetap, serta bentuk Badan Usaha lainnva;

Retribusi Izin Penggunaan )/ang selanjutnva disebut Retribusi adalah

Pembavaran atas Pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang Pribadi atau

badan dilokasi tertentu vang menimbulkan bahal'a, Kerugian dan Gangguan

tidak termasuk tempat Usaha vang lokasinva telah ditunjuk oleh Pemerintah

Pusat atau Daerah;

15. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan v.rng menurut Peraturan

Pemnclang-Unclangeur Retribusi diwajibkan untuk melakukal pembal'aral

Retribusi;

NIasa Retribusi adalah Jangka Waktu Tertentu yang N[erupakan Batas Waktu

tertentu bagi Wajib rertribusi untuk PemanJaatern Jasa Pelar.anan atas Perizinan

tertentu dari Pemerintah Daerah vang bersangkutan;

Surat Pendaftaran Retribusi Daerah vang selatrjuhrr.a dapat disingkat SPRD

aclalah surat yang cligunakan oleh wajib Retribusi untuk rnelapor data objek

Retribusi sebagai dasar perhitungan dan Pembavarall t'ang berhutang menurut

peraturan Perundang- Undangeur Retribusi Daerah ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah viurg selaljutnva clapat clisingkat SKRI)

aclalah surat keputusan yang memutuskan besarnva jumlah Retribusi Daerah ;
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79. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar untuk selanjutnya disingkat

SKRDKB adalah Surat Keputusan \/ang mellentukan besarnva jumlah Retribusi

vang terhutang Jumlah Kredit Retribusi, jumlah kekurangan Pokok, besamva

clenda Admirristrasi dal jumlah \.ang harus dibavar ;

20. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bavar Tambahan 1,ang selanjutnva

clisingkat SKRDKBT adaiah Surat Keputusan yang merlentukan tarnbahan atas

jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;

21,. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bavar Tanbahan vang selanjutn\:a

dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan vang menentukan jumlah

kelebihan Pembal.aran Retribusi kerena jumlah kredit Retribusi lebih besar clari

pada yang terhutang atau ticlak seharusnlra terhutang;

22. Surat Tagihan Retribusi Daerah vang selanjutnl'a dapat clisingkat STRD adalah

surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa

brurga clal atau clencla;

23. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap

SKRD, SKRDBT, SKRLDLB atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh

Pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

24. Pemeriksaan adalah serangkaian Kegiatan untuk mencari, mengumpuikan dan

mengolah data dan atau keterangannva dalam rangka Pengawasan, Kepatuhan

Pemenuhan Kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Retribusi Daerah.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Perizinan, Hasil Bumi Tanaman Pertarrian, Petemakan, dal

Perikanan Kelautan serta Pemanfaatan Air Tanah di pungut Retribusi sebagai

Pembar.aran atas Pelavanan vang diberikan oleh Pernerintah Kota Langsa.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah sebagai berikut :

1. Pembrian Izin Operasional alat-alat mesin pertanian pada orang Pribadi maupun

Batial Usaha clan sejenisnva ;

2. Hasil Produksi dari semua tanaman pangan dan hortikultura baik yang

bersumber pada usaha tani dan pribadi maupur-l Badan Usaha dan sejenisnva ;

3. Pelavanan Pemanfaatan Air Tanah untuk pengeloiaan Usaha Tani orang Pribadi

maupurl Badan Usaha clan sejenisnva ;

4. Pelaksanaan dan pemeriksaan pengawasan dengan pengendalian mutu hasil

bumi clan hortikultura clan sejenisnt.a.

Pasal {



Pasal 4
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memasarkan atau mengolah hasil/Produksi Usaha Tanaman Pangan clan 
../

Hortikultura cli Daerah. 
t

BAB III

IZIN OPERASIONAL ALAT MESIN PERTANIAN (ALSINTAN )

Pasal 5

Izin Operasional (usaha) alat mesin Pertanian (Alsintan) adalah Izin vang clikeluarkan

oleh Dinas Pertaniaru Peternakan dan Perikanan Kelautan Pemerintah Kota Langsa

kepacla milik pribacli atau badan usaha atau sejenisnva \.ang mellgoperasionalkalr alat

mesin traktor, Power threser dan Penggilingan padi dalam Wilayah Pemerintahan

Kota Langsa.

Pasal 6

Setiap Kenclaraan Alat-alat mesin pertanian vang pemiliknva berdomisili diclalam

Kota Langsa, masa berlaku Izin Operasionalnva diberi selama safu tahun.

Pasal 7

Setiap Kendaraan alat-alat mesin pertanian yang pemiliknya berdomisili di luar

claerah dar-r akan melakukan Operasionallva cli dalam Kota Langsa diharuskan

memiliki Izin operasional dengan masa berlakunva selama 6 bulan.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Perizinan, hasil bumi tanaman pangan clan horikultura serta pemanfaatan

Air Tanah digoiongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu dan jasa usaha.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN IASA

Pasal 9

Cara mengukur tingkat penggpnaan jasa dapat di golongkan sebagai berikut :

1. Untuk perizinan tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tingkat/besamva

pelar.anan I'ang diberikan oleh Pemeritah Kota serta rn'ilavah operasional alat-alat

vang diizinkan;

2. Untuk



J .

(1 )

(2)

Untuk hasil bumi tanaman pangan dan hortikultura diukur berdasarkan"

kapasitas procluksi clerr tingkat pelavanan, pengawasan vang cliberikan oleh

Pemerintah Kota Langsa ;

Bentuk Pemanfaatal Air Tanah cliukur berdasarkal jumlah pemanfaatal air oleh

petarri serta tingkat pelavanan, dibiclang tehnis varrg cliberikarr oleh Pemerintah

Kota.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN

BESARNIYA TARIF

Pasal 10

Prinsip dan sasaran clalam penetapan struktur clan besarnya tarif Retribusi

berclasarkan untuk rnenutul-ri biava penr.elenggaraan, pemberian izin'r,

pemeriksaan, pengendalian mutu serta bia,va perbaikan dan operasional air;

Biava sebagaimana dimaksud pacla at'at (1) :

a. It{eliputi biava Pemeriksaan lokasi / alat-aIat pertanian;

b. Biava pengawasan clan pemeriksaan mutu produk pertanian serta biava

lainnva.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

(1) Struktur dan besamva tarif Retribusi clapat digolongkan menurut jenis

pelavanan vang diberikan oleh Pemerintah Kota Langsa;

(2) Besam\.a taril Retrihusi sebagaimana climaksuci pada ar.at 1 (satu) pastri ini

sebagai berikut :

a. Untuk hasil bumi tanaman pangan dan hortikulfura sebagai berikut :

rr_ I Jenis Hasil Bumi Tanaman i Besalnya
No.""' 

Pangan dan Hortikultura Tarif Retriribusi
1 1 , 2 , . 1

Cabah Pacl i

Beras No. 1

Beras No. 2

Beras Im 1-rort

Dedak

Abu Sekarl

Beras Pulut

Tepung Beras

Rp.  l0  /  Kg

Rp.20 /  Kg

Rp.  15  /  Kg

Rp.25 /  Kg

Rp. 10 /  Kg

R p . 2 i K g

Rp.20 /  Kg

Rp. 10 /  Kg



9.
.10.

1 1 .

12.

13 .

14.

15 .

16.

17 .

18 .

19.

20.

27.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
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30.
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32.
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36.

37.

38.

39.

40.
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42.

43.

44.

45.

16.

47.

48.

49.

50.

Tepung Terigu

Tepung Sagu

Tepung Tapioka

]agung Tongkol

Jagung Pipilan kering

Jagung Giling

Kacang Kunig

Kacang Hijau

Kacang Tanah

Kacang Merah

Ubi Kayu (ketela pohon)

Ubi Jalar (ketela Rambat)

Rambutan

Langsat

Durian

lv'langga dan Sejenisnva

Mangga Muda

Duku

Manggis

]eruk Manis

Jeruk Purut

Jeruk Bali

Jeruk Nipis

Sawo

Rambe

Semangka

Pepaya

Nenas

Salak

jambu air dan Sejenisnva

N{entimun

Pisang

Nangka

Cempedak

Alpokat

Bengkuang

Apel dan Sejenisnya

Anggur

Cabe

Cabe Hijau

Bawang Merah

Bawang Putih

Rp. 10 / Kg

Rp. 10 / Kg

Rp. 10 /  Kg

Rp. 10 /  10 tgk

Rp. 10 / Kg

R p . 1 5  /  K g

Rp.20 /  Kg

Rp. 10 / Kg

Rp. 20 / Kg

Rp. l0 /  Kg

Rp.2 /  Kg

R p . 2  /  K g

Rp. 10 / Kg / ikat

Rp. 15 / Kg

R p . 1 0  /  K g

Rp. 15 /  Kg

Rp.5  /  Kg

Rp. 15 / Kg

Rp. 10 / Kg

Rp. 20 / Kg

Rp. 10 /  Kg

Rp. 25 / Kg

Rp. 10 /  Kg

Rp. 10 / Kg

Rp.5  /  Kg

Rp. 1s / Kg

Rp. 10 /  Kg

R p . 5 / K g

Rp. 10 /  Kg

R p . 2 / K g

R p . 5 / K g

R p . 1  /  K g

Rp. 10 /  Kg

Rp. 10 / Kg

Rp. 10 /  Kg

Rp. .10 
/ Kg

Rp.30 /  Kg

Rp.50 /  Kg

Rp.25 /  Kg

Rp. 15 /  Kg

Rp.20 /  Kg

Rp.25 /  Kg



5 i .

52.

Bawang Pre

Banang Bombay

Rp. 15 /  Kg

Rp. 15 /  Kg

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

f)9,

70.

7 t .

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

8 1 .

82.

l *  i

Kentang

Kool (Kubis) clan Sejenisnva

Wortel

Lobak

Buncis

Kacang Panjang

Gambas / Kecipir

Terong

Saw'i

Bayam

Kangkung

Tomat

Daun Ubi / Pepaya

Tauge

Jamur Say'ur

Daun Sop

Bel imbnig Savur

Asam Sunti

Gelugur

Asam Gelugur

|ahe

Kunvit

Temu Lawak

Bunga-Bungaan

Tanaman Bonsai

Bibit Tanaman Bunga-Bungaan

Bibit Tanaman Buah-Buahan

Benih Padi-Paclian

Benih Palawi ja

Jengkol

Petai

Rp. 10 /  Kg

Rp. 10 / Kg

Rp.10 /  Kg

Rp. 10 / Kg

Rp. 10 / Kg

Rp. 10 /  Kg

Rp. l0 /  Kg

R p . 5  /  K g

R p . 5 / K g

R p . 5 / K g

Rp.5  /  Kg

Rp. 10 / Kg

Rp.5  /  Kg

Rp.10 /  Kg

Rp. 10 /  Kg

Rp. 10 / Kg

R p . s / K g

Rp. 10 /  Kg

Rp. 10 / Kg

Rp. 10 / Kg

Rp.10 /  Kg

Rp. 10 / Kg

Rp. 10 / Kg

Rp. 10 /  Kg

Rp.5000 /  batang

Rp. 100 / batang

Rp. 100 / batang

Rp. 20 / Kg

Rp. 20 1 Kg

Rp. 10 /  Kg

I  Rp .10  /  Kg  I
t '

h, BiaVa Penerbitan lzin operasional sebagai berikut :



A

1 .

2.

J .

4.

5.

6.

]enis Retribusi

KELOI\,IPOK ALAT I\IESIN

( ALSINTAN )

Traktor Besar ( 60 - 65 PK )

Traktor Sedang / Midi (40 - 42)

Traktor Kecil / Mini ( 30 - 35 )

Hand Traktor ( > 10 PK )

Hand Traktor (< 10 PK )

Power Thereser ( 5,5 PK )

PERTANIAN

Besarnya Tarif

Rp. 75. 000 / Tahun

Rp. 50.000 / Tahun

Rp. 25.000 / Tahun

Rp. 20.000 / Tahun

Rp. 15.000/ Tahun

Rp. 10.000 / Tahun

i No. Jenis Refribusi Besarnya Tarif

1

2

3

L

1

D

KELON'{POK PENGOLAHAN HASIL

PER'IANLA,N]'ANAI\'IAN PANGAN

Penggiling Padi Kecil ( PPK ) (0 - 19 PK)

Perrggilingan Padi Sed.rng (20 - 50 PK )

Penggiling Padi Besar (PPB) ( > 50 PK )

KELOI\4POK PE]\{AICAIAN AIR

Pemakaian Air  Tanah

KELO N,I PC)K SARANA PRODUKSI

<r.  Pupuk dan sejenisnva

b. Kapur pertanian dan sejenisnt'a

( ' .  Peshs ida  dan se len isnva

R p . 2 0 0 0  / P K /  T a h u n

R p . 2 5 0 0  / P k /  T a h u n

R p . 3 0 0 0  / P K /  T a h u n

Rpr. 500 / Rante /

Rp. l0 / Kg

np. 10 / Kg

Rp. 25 / Kg / Liter

N4usim Tanant

BAB VIII

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi terhutang dipungu.t sebagai berikut :

a. Untuk Retribusi Perizinan dipungut pacla saat izin operasional dikeluarkan pada

tempat pengambilan Retribusi (TPR) ;

b. Unbuk hasil bumi tanaman pangan dan hortikultura ciipungut langsung disentral

produksi viurg berada dalam Wilavah Kota Langsa;

c. Apabila hasil bumi tanaman dan hortikultura dijual/dibawa ke daerah lain atau

climasukkan ke r,r'ilavah Kota Langsa clikutip pada pos perbatasan atau pos-pos

lain 1'ang ditentukan oleh dan dibawah koorclinasi Dinas Pendapatan Pemerintah

Kota Langsa;

cl. Untuk Pemiurfaatan Air Talrah dipungut langsung pada Petani pemakai Air

Tanah pacla sentral valg mendapat pelavaniur pemerintah Kota Langsa.

BAB IX



BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 13

(1) N,Iasa Retribusi untuk Perizinan adal;rh jangka waktu lamanva 1 (satu) tahun

atau ditetapkan lain oleh Dinas Pertanian, Petemakan dan Perikanan Kelautan

menvang(ut tehnis pelaksanaannva sejauh tidak bertentangan clengan ketenluan

vang lebih ting#;

(2) Masa Retribusi untuk hasil dari tanaman pangan clan hortikultura adalah iungku

waktu lamanva 1 (satu) kali panen/produksi;

(3) NIasa Retribusi untuk pemanfaatan air irigasi adalah jangka waktu lamanva 1

(satu) kali pernanfaatan Air Ternah.

Pasal 14

Saat retribusi terhutang pada saat ditetapkan SKRD tlal atau dokumen lainnva 1'ang

dipersamakan.

BAB X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 15

(1) Wajib Retribusi Wajib lvfengisi SPDORD;

(2) SPDORD dimaksucl pada avat (2) harus diisi dengan jelas, Benar dan Lengkap

dan ditanda tangard oleh Wajib Retribusi atau kuasan\ra;

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagai

dimaksud pada a1'at (2) ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Pemerintahan Kota

Langsa.

BAB XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal L6

(1) Berrlasarkan SPDORD sebagaimana climaksud clalam pasal 12 avat (1)

ditetapkan Retribusi terutama dengan penerbitan SKRD atau dokumen lain vang

clipersamal<an;

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dcur ditemukan data baru dan atau data

yang semuia belum terungkap \/ang menvebabkan penambahan jumiah retribusi

1'ang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT ;

(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain valg di

persamakan sebagaimana yang dimaksud pada avat (2) men-vangkut teknis

pelaksanaarurva clitetapkan oleh Dinas Penclapatan Pemerintahan Kota Langsa.

BAB X I I . . . . . . . ,



BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal L7

(1) Peurungrrtan Retribusi tidak dapat diborongkal

(2) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka;

(3) Tata cara pembayaran pemungrrtan iasa, tempat pembavaran retribusi cliatur

oleh Dinas Pendapatan Pemerintahan Kota Langsa;

(4) Semua hasil pemungutan Retribusi yang dilakukan berdasarkan Qanul

(Peraturan Daerah) ini harus disetor ke Kas Daerah sesuai dengan Peraturan

Perundang- Undangan yang beriaku.

BAB XITI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib Retribusi tidak dibavar tepat pada waktulva atau kurang memtravar

dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) setiap buleur

clari Retribusi valg terhutang atau kurang dibal'ar clan ditagih dengarl menggunakan

STRD.

BAB XTV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal L9

(1) Pembar.aran Retribusi harus dilunasi sekaligus ;

(2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-Lambatn_va 15 (lima belas) hari sejak

diterbitkaru'rya SKRD atau f)okumen vang lain yang dipersamakan, SKRDKBT

dan STRD;

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembarraran retribusi diafur oleh

Dinas Pendapatan Pemerintahan Kota Langsa.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

(1) Retritrtrsi yang terhutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain )'a11g

disamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan ,vang

menvebabkan jumlah Retribusi yang hams clilravar trertambah, ]'r111g tidak rl;rn

atau kurang dibavar oleh wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan

Piutang dan Lelang Negara ( BUPLN );

(2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakalr berdasarkan Peraturan

Perundang- undangan ).ang berlaku.

BAB XVI . . . . . . .



(1)

(2)

BAB XVI

KEBERATAN

Pasal 21

Wajib Retribusi ciapat mengajukan kel'reratal hanva kepacla Walikota atau

Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain -vang dipersamakan,

SKRDKBT DAN SKRDLB ;

Keberatan d-iajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai al,asan-alasan

vang jelas ;

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi,

Wajib Retribusi harus dapat mambuktikan ketidak benaran Ketetapan Retribusi

tersebut;

Kebenaran harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak

tanggai SKRD atau Dokumen lain vang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB

diterbikan, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat mengaiukan bahwa

langka itu ticlak clapat dipenuhi karena keaclaan diluar kekuasaarurl'a ;

Kebenaran yang tidak memenuhi persvaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat

(2) clan (.3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak

dipertimbangkan ;

Pengajuan keberatan dapat menuncla kewajibeur membavar Retribusi dan

Pelaksalaan penagihan Retribusi.

Pasal 22

lValikota dalam jalgka waktrl paling la-r:ra 6 (enam) bulan sejak talggal Surat

Kebenaran diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang cliajukem;

Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhlya atau

sebagian, menolak atau menambah besamya Retribusi yang yang terhutarg;

Apabila jangka wakhr sebagaimana dimaksutl pacia avat (2) telah iewat clan

Walikota tidak memberikan keputusan keberatan .vang diajukan tersebut

climrggap dikabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

Atas kelebihan pembavaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan

permohonan pengembalian kepada Walikota Langsa ;

Walikota dalam jangka Waktu paling larna 6 (enam) bulan sejak cliterintattva

permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksucl pada i\vat

(1) harus memberikan Keputusan;

(4)

(s)

(6)

(1)

() \

(3)

(1)

(2)

(3)Apabila..



(3) Apabila iangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) telah dilampaui dan

\4'alikota tidak N{emberikan suatu Keputusan permohoual pengembalian

kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam

jalrgka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunvai hutang Retribusi lainnva, kelebihan

pembayaran Retribusi sebagaimana climaksud pada A1'at (1) langsung

d.iperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut ;

(5) Pengembalian Kelebihan Pemba).aran Retribusi sebagaiman dimaksucl pada

Ayat (1) dilakukan clalam ]angka waktu pating lama 2 (dua) bulan seiak

diterbitkan SKRDLB ;

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat

fangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebebesar 2 9a

(d.ua Persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 24

(1) Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara

tertulis kepada Pemerintahan Kota clengan s ekuran g-kuran gnv a menl'ebut :

a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;

b. lvlasa Retribusi ;

c. Besarnyakelebihan pembai'aran;

d. Alasan var^rg singkat clan ielas.

(2) Permohonan Pengambilan kelebihan pemba,varan Retribusi disampaikan secara

langsung atau melalui Pos tercatat;

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Pemerintahan Kota atau bukti pengiriman Pos

tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 25

(i) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukzur ciengan menerbitkan surat perintah

membayar kelebihan Retribusi ;

(2) Apabila kelebihan pembal.aran Retribusi diperhitungkan dengan hutang

Retribusi lainny4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal20 Avat (4) pembayaran

dilakukan dengan pemindah bukuan dan bukti peminclah bukuan vang berlaku

sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

(1) lValikota dapat memberikan keringanan dan pembebasan Retribusi;

(2) Pengurangan....



(2) Pengurangan atau keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana

dimaksud pacla Ayat (1) dapat diberikalr antara lain kepada u,'ajib pafak

Retribusi dalam rangka Havatan;

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkal oleh

lValikota.

BAB XIX

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 27

(1) Hak untnk melakukan penagihar-r Retribusi, Kadaluarsa teiah melampaui jangka

waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, sehingga

apabila wajib Retribusi melakukan tindak piciiura dibiclang Retribusi;

(2) Kadaluiusa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Avat (1)

tertangguh apabila:

er. Diterbitkan Surat Teguran, atau

b. Acla Pengakuan Hutang Retribusi dari \{ajib Retribusi baik langsung

maupun tidak langsung. t

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan

keuangan Pemerintahan Kota diar.rcarn Piclar-ra kurungan paling lama 6 (enam)

bulan atau dengan paling banvak 4 (empat) kali jumlah Retribusi vang

terhutang;

(2) Tindak Piclana vang dimaksud pacia Ayat (1) adalah Pelanggaran.

B A B  X X I

P E N Y I D I K A N

Pasal 29

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi

we\ /enang khusus sebagai Penviclik untuh melakukan penvidikan tindak Pidana

dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang hukum Acara Pidana;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pacla Avat (1) adalah:

a. N4enerima, N4encari, iv{engumpulkan deur lvleneliti Keterangan atau Laporan

Berkenaan dengan Tinclak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan

atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas ;

b. Nleneliti...



b. N{eneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau

bad.an teltang kebenaran perbuatan -vang dilakukar"r sel'rubungan dengan

Tindak Pidana Retribusi Daerah;

c. it{emilta Keterangan dan Barang Bukti dari orang pribadi atau badan

sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi;

d. N{emeriksa bukti-bukti, catatan-catatan clan clokumen-dokumen lain

berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.

e. Nfelakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,

pencatatan dan Dokumen-Dokumen lain serta melakukan penyitaan

terhadap barang bukti terse.but;

t. Meminta bantuan tenaga ahli dalam Rangka Pelaksanan Tugas Penyidikan

Tindak Picleina dibidang Retribusi Daerah;

g. Menl'uruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau

tempat pacla saat Pemeriksaan sedang berlangsung clan identitas oralg dan

atan dokumen viing dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e) ;

h. N,Iemotret seseorang yang berkaitan dengan Tinclak Pidana Retribusi Daerah.

i. Nlemanggil seseorang untuk mendengar keterangannya yang diperiksa

sebagai tersangka atau saksi ;

i. N{enghentikanPenyidikan;

k. Ir{elakukan tinclakan lain r.ang perlu u-ntuk kelancaran Penvidikan Tinda-h

Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat

clipertanggung iawabkan.

(3) Penyidik set'ragainana climaksud pacla Avat (1) cliberitahukan dimulainva

Penyidikan dan menyampaikan Hasil Penyidikan kepada penuntut Umum

sesuai dengan Ketentuan .vang cliatur clalam Unclang-Undang Nomor B Tahun

1981Tentang Hukum Acara Pidana.

B A B  X X I I

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Qanun (Perafuran Daerah) ini" maka semua ketentuan vang

bertentangan dengan Qanun (Peraturan Daerah) ini dinl'3131an ticlak berlaku lagi.

Pasal 31

Hal-hal vang belum cukup diatur dalam Qanun (Peratural Daerah) ini, men-r,-algkut

tehnis pelaksanaannva akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;

Pasa l  32  . . . . . .



Pasal 32

Qanun (Peraturan Daerah) ini beriaku ptrda tanggal cli Unciangkau.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qan-rn ini

clengan penempatannva dalam Lembaran Daertrh Kota Langsa.

Disahkan di Langsa

pada tanggal 06 AgLrstus 2003 i\{

0T lumadil Akhir 1.424l{

A LANGSA.

Diunciangkan cli Lalrgs a

pada tanggal06 Agustus 2003 M

07 iumadil Akhtu 1424t{

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

LENIBARAN DAERAH KOTA LANGSA LANGSA TAHUN 2OO3 NOl\fOR 19 SERI C

IDI A. GANI. MM

bina Utama Muda/NIP. 130 526 015


